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ABSTRAK 

  

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah atas informasi keuangan 

kepada masyarakat dan pihak legislatif. Agar terciptanya laporan keuangan yang 

transparan, hal yang harus dipatuhi yaitu penyajian laporan keuangan sudah 

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudahan akses untuk laporan 

keuangan, dan komitmen tinggi kepada pekerjaan dan entitas tempat ia bekerja.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan 

keuangan, aksesibilitas, dan komitmen manajemen berpengaruh secara simultan 

dan parsial terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung tahun 2021. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif. Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh kepala dan sub bagian keuangan di SKPD Kota 

Bandung. Teknik penentuan sampel menggunakan non-probability sampling 

dengan jumlah 112 orang. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

regresi linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS versi 25.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, 

aksesibilitas, dan komitmen manajemen berpengaruh secara simultan terhadap 

transparansi laporan keuangan pemda. Secara parsial, penyajian laporan keuangan 

tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemda. Sedangkan 

aksesibilitas dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi 

laporan keuangan pemda.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pada penelitian 

selanjutnya diharapkan ada penambahan durasi penelitian dan menambahkan 

metode dalam pengumpulan data agar mendapatkan data yang lebih akurat. 

Selanjutnya, Saran praktis untuk SKPD Kota Bandung yaitu agar meningkatkan 

dan mempertahankan penyajian laporan keuangan yang disusun secara lengkap. 
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